BANYAK PEJABAT DIDUGA TERLIBAT PENGGELAPAN ASET, LPK
NTB LAPORKAN KE KEJAKSAAN

Sumber: http://news.detik.co

BIMA - Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan
dugaan penggelapan dan penyalahgunaan aset Pemerintah Kota Bima ke Kejaksaan Negeri
(Kejari)Bima.

Ketua LPK NTB Julkiflin membeberkan bahwa kasus dugaan penggelapan dan penyalahgunaan
aset Pemerintah Kota Bima telah terjadi pada tahun 2018 pasca pergantian jabatan sementara
(PJS) Wali Kota Bima yang menggantikan Wali Kota Bima, Qurais Abidin yang saat itu cuti

urusan politik.

Aset yang dimaksud berupa satu set sofa dan satu set meja dan kursi yang berada di ruangan
Wali Kota Kota Bima saat itu. Dengan adanya kehilangan aset, Pemerintah Kota Bima tidak
bersikap atau melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Sehingga dicurigai aset yang

hilang telah digelapkan oleh oknum pejabat.

Aset daerah tersebut masih tercatat di arsip, dan dinyatakan hilang pada tahun 2018. Kami pun
terketuk hati ingin melaporkan kasus ini, setelah mendengar hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)
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DPRD Kota Bima," kata Julkiflin, usai melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri
Bima,Senin(8/2/2021).

Tak hanya penggelapan dan penyalahgunaan aset, LPK NTB pun telah melaporkan dugaan
penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum pejabat pemerintah setempat yang ikut

mengetahui keberadaan aset yang dimaksud.

Dikutip dari hasil RDP Dewan bahwa aset tersebut diduga sengaja digelapkan oleh sejumlah

pejabat yang berwenang pada Bagian Umum Pemerintah Kota Bima.

Sumber Berita:
1. https://daerah.sindonews.com/, Banyak Pejabat Diduga Terlibat Penggelapan Aset, LPK
NTB Laporkan ke Kejaksaan, Diakses 8 Maret 2021.

2. htps://theworldnews.net/, Banyak Pejabat Diduga Terlibat Penggelapan Aset, LPK NTB
Laporkan ke Kejaksaan, Diakses 8 Maret 2021.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pengelolaan BMD) menyatakan
bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan
pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi:
1. pengamanan fisik;
2. pengamanan administrasi; dan
3. pengamanan hukum.
I. Tata Cara Pengamanan Tanah
Pasal 299 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik
dilakukan dengan antara lain memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas,
memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan.
Kemudian pada Pasal 299 ayat (3) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa

pengamanan administrasi dilakukan dengan:
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a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan

tanah menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman secara

tertib dan aman.

b. melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1.
2.
3.

4.

melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;

membuat kartu identitas barang;

melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun
serta melaporkan hasilnya; dan

mencatat dalam Daftar Barang Pengelola Pengguna Barang /Kuasa Pengguna.

Sedangkan pengamanan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (4) dan Pasal 302

Permendagri Pengelolaan BMD, dilakukan terhadap:

a.

tanah yang belum memiliki sertifikat, apabila telah didukung oleh dokumen awal
kepemilikan, antara lain berupa Letter C , akta jual beli, akte hibah, atau dokumen
setara lainnya, maka Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah
daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan. Sedangkan jika tidak didukung dengan dokumen kepemilikan,
Pengelola B arang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah;
tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah,
dilakukan dengan cara Pengelola Barang /Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak

atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

II. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan

Pasal 303 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan fisik

dilakukan dengan, antara lain membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan,

memasang tanda kepemilikan berupa papan nama, melakukan tindakan anti sipasi untuk
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mencegah/menanggulangi terjadinya kebakaran, gedung dan/atau bangunan yang memiliki
fungsi strategis atau yang berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan
langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed Circuit Television (CCTV),
menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukkan gedung
dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung dan/atau bangunan tersebut.
Kemudian, pada Pasal 303 ayat (4) Permendagri Pengelolaan BMD diatur bahwa
Pengamanan administrasi dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan
menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen kepemilikan berupa Surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), keputusan penetapan status penggunaan Gedung dan/atau
bangunan, daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang
Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan, daftar Barang Pengelola berupa gedung
dan/atau bangunan, Berita Acara Serah Terima, dan dokumen terkait lainnya yang
diperlukan.
Sedangkan, pengamanan hukum sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (5) Permendagri
Pengelolaan BMD dilakukan dengan:
a. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi bangunan yang belum
memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB; dan

b. mengusulkan penetapan status penggunaan.

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 305 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa Pengamanan fisik
terhadap Kendaraan Perorangan Dinas dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)
kendaraan antara Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan
perorangan dinas.

Kemudian terhadap Kendaraan Dinas Jabatan, Pasal 306 ayat (1) Permendagri Pengelolaan
BMD mengatur untuk dilakukan dengan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah

Terima (BAST) kendaraan antara:
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a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas
Jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan
jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan
kendaraan dinas jabatan.

Sedangkan Pengamanan fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana diatur

pada Pasal 307 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD dilakukan dengan membuat surat

pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani

oleh Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan

dinas operasional.

Pasal 308 ayat (1) Permendagri Pengelolaan BMD mengatur bahwa pengamanan

administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan

menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen bukti pemilik kendaraan bermotor

(BPKB), fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK), Berita Acara Serah Terima

(BAST), kartu pemeliharaan, data daftar barang dan dokumen terkait lainnya yang

diperlukan.

Pengamanan hukum kendaraan dinas sesuai dengan Pasal 308 ayat (2) Permendagri

Pengelolaan BMD dilakukan antara lain dengan:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti
BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak pihak yang

bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

Disclaimer:
Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB
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